
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 3925/Pdt.G/2024/PA.Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumber  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EVI FARIDA BINTI KOMARUDIN,  umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di

Perum Graha  Medika,  Dusun  Kampung Baru  RT 002  /  RW 001,

Desa  Waledkota,  Kecamatan  Waled,  Kabupaten  Cirebon,  sebagai

Penggugat;

melawan

JEPRI KURNIAWAN BIN KARSIM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun Wage RT

016  /  RW  005,  Desa  Kramatmulya,  Kecamatan  Kramatmulya,

Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  17  Juli  2024

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sumber  dibawah

Nomor 3925/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  isteri  sah yang

menikah pada tanggal  09  Juli  2016,  dan dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor :206/018/VII/2016, tertanggal 09 Juli 2016;

Hal. 1 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  bertempat  tinggal

terakhir di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Dusun Wage RT

016 /  RW 005, Desa Kramatmulya, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten

Kuningan, namun telah dikaruniai dua orang anak yang bernama dan diasuh

oleh Penggugat: 

2.1. Raffasya  Faiz  Kurniawan  Bin  Jepri  Kurniawan,  NIK:

3208161804170001, Laki-laki, tempat lahir Tangerang, 18 April 2017;

2.2. Khaizan  Abqury  Yusuf  Kurniawan  Bin  Jepri  Kurniawan,

NIK: 3208161804170001, Laki-laki, tempat lahir Kuningan, 25 Maret 2022;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  selama  pernikahan  tersebut

belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis  dan  damai,  namun  sejak  bulan  November  2023  kehidupan

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit  untuk

dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Januari 2024 Penggugat

dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan:  5.1.  Bahwa  Tergugat  telah  berselingkuh  dengan  seorang

perempuan  yang  bernama  Rina  Sabila  berasal  dari  Desa  Bojong

Kecamatan Kramatmulya Kuabupaten Kuningan;

5.2.  Bahwa  Tergugat  tidak  dapat  memberikan  nafkah  wajib  kepada

Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah berpisah rumah selama 6 bulan

terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini. dan sejak saat itu Penggugat

pulang, saat ini Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat yang  beralamat di

Dusun Wage RT 016 /  RW 005,  Desa Kramatmulya,  Kecamatan Kramatmulya,

Kabupaten  Kuningan,  dan  sedangkan  Penggugat   tinggal  dirumah  kediaman

orangtua Penggugat yang  beralamat di Perum Graha Medika, Dusun Kampung

Baru RT 002 / RW 001, Desa Waledkota, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon,

dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 2 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah

memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat

alami  sekarang ini  mengakibatkan Penggugat  merasa tersiksa lahir  batin

dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah

tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian

ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan  Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Jepri  Kurniawan  Bin

Karsim) terhadap Penggugat (Evi Farida Binti Komarudin)

3. Membebankan biaya perkara kepada  Penggugat;

Atau  apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  Putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kepadanya

telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  berdasarkan  berita  acara  relaas

panggilan  tanggal   22  Juli  2024,  namun  berdasarkan  relas  Tergugat  tidak

tinggal lagi di alamat tersebut ;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa,  Penggugat  menyatakan  akan  mencabut  perkaranya  dengan

alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal. 3 dari 6 hal. 
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Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  pertimbangan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan, Terggat tidak tinggal di

alamat yang dibuat Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  sidang  mengatakan  akan

mencabut  perkaranya  dengan  alasan  untuk  mencari  alamat  Tergugat  yang

sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut

perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  perkara  Nomor  3925/Pdt.G/2024/PA.Sbr  dinyatakan

dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  telah  dinyatakan

dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.  Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor  3925/Pdt.G/2024/

PA.Sbr dari Penggugat; 

2. Memerintakan Panitera  Pengadilan  Agama  Sumber untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

Hal. 4 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah); 

 

Demikian  Penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai  Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ  dan

Drs.  SENO masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  yang  dibacakan  dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para

Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. ABDUL AZIZ  Drs. SENO  

Panitera Pengganti

FERI NURJAMAN S.H.I.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 385.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 530.000,00 

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. 
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